
KOMISI INFORMASI PROVINSIJAWA BARAT 

PUTUSAN 
Nomor: 1085/PTSN-MK. PA/KI-JBR/XI/2020 

1. IDENTITAS 

[1.1] Komisi lnformasi Provinsi jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan 
menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 
1875/N-L4/PSI/Kl-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh: 

Nama 

Ala mat 

Perkumpulan Jaringan Pemantau 
Kebijakan Jawa Barat 

Jalan Maleer IV No.11A/118 RT 04 RW 02 
Kel. Mah~er Kee. Batununggal, Kota Bandung 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

Terhadap 

Nama 

Ala mat 

PT Bio Farm a (Persero) 

Jalan Pasteur No.28 Kel. Pasteur Kee. 
Sukajadi, Kota Bandung Jawa Barat 40161 

yang di dalam persidangan ajudikasi Komisi Jnformasi Provinsi Jawa Barat 
Bambang Heriyanto selaku Atasan PPID PT Bio Farma (Persero) melalui surat 
kuasa dengan Nomor SD-007.18/SKP /Xl/2020 memberi kuasa kepada: 

1. Nama lwan Setiawan 

NIK 92670856 

2. Nama Edwin Gama Pringadi 

NIK 07821495 

3. Nama Yuni Miyansari 

NIK 09861567 

4. Na ma Bagus Kurniawan 

NIK 97710997 

5. Nama Imam Muchlis 

NIK 19930367 

Selanjutnya disebut sebagai Termohon, 

Dipindai dengan Cam Scanner 



[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; 

Telah mendengar keterangan Termohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon. 

2. DUD UK PERKARA 

A. Pendahuluan 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian 
Sengketa lnformasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan 
Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus 2020 dan 
diregister pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan registrasi sengketa nomor 
187 5 /N · L4 /PSI/Kl-) B R/IX/2020. 

Kronologi 

[2.2] Pada tanggal 10 )uni 2020 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi 
publik kepada PPID PT Bio Farma (Persero), dengan nomor: 
079/jpk/JB/Vl/2020, perihal permohonan informasi keuangan tertanggal 10 
)uni 2020 disertai tanda terima, berupa: 

1. Data dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018 
sampai dengan tahun 2020 di PT Bio Farma dan realisasinya; 

2. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemic 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di PT Bio Farma (Persero); 

3. Data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero ). 

[2.3] Pada tanggal 24 )uni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak 
ditanggapinya permohonan informasi kepada PT Bio Farma (Persero), 
dengan nomor: 086/JPK JB/Vl/2020, perihal keberatan atas tidak 
ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 24 )uni 2020 disertai tanda 
terima. 

[2.4] Pada tanggal 10 Juli 2020, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon, 
dengan nomor: SD-00091/SKP /VII/2020, perihal pengisian form 
permohonan informasi publik tertanggal 7 Juli 2020. 

[2.5] Pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan 
penyelesaian sengketa kepada Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat via 
email. 

[2.6] Pada tanggal 25 Agustus 2020 Komisi Informasi Provinsi )awa Barat mencatat 
dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi dengan Nomor 
Register: 1875/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan Nomor Akta: 1440/REG· 
PSI/IX/2020 tertanggal 25 Agustus 2020. 

[2.7] 
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Alasan Pcrmohonan Pcnyclcsalan Scnglccta lnformasl Publllc 

[2.8] 1. Tidak disecliakannya lnformnsl bcrkaln scbagalmann dimaksud di dnlnm 
pasal 9 UU KIP 

2. Pemohon tldak puas terhndap tnnggapan Atasnn PPID atas kcbcrat<1n. 

Pc ti tum 

[2.9) Meminta kepada Komis! lnformasi Provins! Jawa Barnt untuk mcnyclcsaikan 
sengkcta infonnasi publik scsuai dcngan Vndang·undang Nomor 14 Tahun 
2008. 

B. Alat bulctl 

Kcterangan Pemohon 

[2.10) Menimbang bahwa di persiclangan pada tanggal 18 November 2020 Pemohon 
tidak memberikan keterangan. 

Surat-Surat Pemohon 

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagal berikut: 

Bukti P· 1 Salinan surat permohonan informasi publik nomor: 
079/jpk/JB/Vl/2020 tertanggal 10 Juni 2020, perihal 
Permohonan lnformasi Keuangan. Berupa: data dan jumlah 
anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018 sampai 
dengan tahun 2020 di PT Bio Farma dan realisasinya; 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan 
pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di PT Bio Farma 
(Persero); data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero). 

Bukti P· 2 Salinan tanda terima surat permohonaR informasi publik 
tertanggal 10 Juni 2020. 

Bukti P· 3 Salinan surat keberatan informasi publik nomor: 086/JPK 
JB/Vl/2020 tertanggal 24 )uni 2020, perihal Keberatan atas tidak 
ditanggapinya permohonan informasi. 

Bukti P· 4 Salinan tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal 
24 )uni 2020. 

Bukti P- 5 Salinan surat Termohon kepada Pemohon nomor: SD-
00091/SKP /Vll/2020, perihal pengisian form permohonan 
informasi publik. 

Bukti P- 6 Salinan Akta Pendirian Perkumpulan jaringan Pemantau 
Kebijakan Jawa Barat (JPK) tertanggal 21 September 2018 
nomor: 02. 

Bukti P- 7 
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Bukti P- 8 Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01:07. 
Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Sadan Hukum 
Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di 
Jakarta, tertanggal 21September2018. 

Bukti P- 9 Salinan Tambahan Serita-Negara R.I tanggal 4/12·2018 No. 97, 
tertanggal 21September2020. 

Bukti P- 10 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Paregrina Silaban. 

[2.12] Bahwa berdasaO""kan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan buk~i terlampir, 
Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Primer 

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon. 

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan 
informaso oleh Pemohon sebaga9mana yang dimohonkan. 

2. Subsider 

Memberikan putusan lain yang seadol-adilnya menurut rasa keadilan dan 
peraturan perundang·undangan yang berlaku. 

Keterangan Termohon 

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 18 November 2020 Termohon 
memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

1. Menyatakan benar bahwa informasi yang diminta sesuai kronologis (yaitu 
ada 3 point) 

2. PT Bio Farma (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
3. Sudah ada PPID, yang menjabat adalah kepala bagian Komunikasi 

perusahaan. Atasan PPID adalah Sekretaris Perusahaan. 
4. Sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik, yang selama ini sudah 

dilakukan baik itu informasi serta merta ataupun berkala sudah disiapkan di 
berbagai media. 

5. PT Bio Farma (Persero) 100% milik Pemerintah, lokasi di Bandung 
6. Menyatakall benar walaupun kantor berlokasi di Bandung Namun 

kewenangan relatifnya ada di pusat. 
7. Sudah mempunyai pelayanan khusus informasi publik. mekanisme 

dilakukan seperti halnya yang teOah disampaikan pada keterangan tertulis. 
8. Pada surat nomor 079/jpk/JB/VI/2020, terdapat kesalahan pada nama 

perusahaan serta tidak ada alasan tujuan pengajuan sengketa, karena 
mengetahuo tujuaai itu menurut kami adalah penting (untuk menghindari 
penggunaan hal-hal yang tidak baik). 

9. Pada halaman 2 dari surat permohonan, ada kata-kata ancaman yang 
berbunyi "Perlu kami pertegas, bahwa apabila surat kami tidak ada 
tanggapan, maka kami akan mengadakan aksi gerakan moral unjuk rasa 
untuk mendorong Perusahaan terkait menindaklanjuti temuan f · ~· 
menurut kami surat permohonan ini tidak sesuai mekanis en a ·QI~ 
yang ada di perusahaan". i ~,_. ·~ ·~~ ....... ' 0 ~ ·-~ -. ;~ .... 

~ -"Ia 1-

ey ·-~~d ~ 
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10. l'cn11h1tm111 Pc111ohon acJalah tcrkalt keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020. 

DI wcl.lsltc sudah ada untuk tahun 2018-2019 sebagai informasi berkala 
dalnm bcntuk wmua/ report lengkap. Untuk permintaan tahun 2020 tidak 
logls lmrcna maslh dljalani, jadl belum submit 

Sul'llt-Sural Turmohon 

l2. 14] Menlmbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai 
bcrlkut: 

IJukll 'I'- 1 Sall nan surat kuasa khusus nomor SD-007.18/SKP /Xl/2020 
tcl'tanggal 17 November 2020 

Uuktl T· 2 Sallnan Peraturan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor Per-
03907 /Dir /Vlll/2018 

Uuktl T- 3 Sallnan Surat Penugasan Nomor 0270/A/HMS/VI/2019 

Elukti T- 4 Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma" 

Iluktl T-5 Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum 
(Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

Iluktl T-6 Sall nan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. I wan Setiawan 

Ilukti T-7 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Garna Pringadi 

Buktl T-8 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Miyansari 

Bukti T-9 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Kurniawan 

Bukti T-10 Sall nan Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Muchlis 

3. KESIMPULAN PARA PIHAK 
' 

Kcslmpulan Pemohon 

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan. 

l<csimpulan Tcrmohon 

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan. 

4. PERTIMBANGAN HUKUM 

[4.1] 

[4.2] 
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1. Kewenangan Komisi Infonnasi Provinsi jawa Barat untuk memeriksa. 
memutus dan menjatuhkan putusan pennohonan a quo; 

Z. Kedudukan huk""Um (legal standin9) Pemohon dan Termohon. 

Terhadap kedua hal terse but di atas, ~.fajelis berpendapat sebagai berikut: 

A. Kewenangan Komlsi Informasi Pro\;nsi Jawa Ba.rat 

Kewe.nangan absolut 

[~3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyarakan 
ba.'iwa: 

lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelen&,oara dan penyelen&,oaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelen&,aaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang·Undang ini 
serta inforrnasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyata.1<an 
bahwa: 

Sengketa lnformasi Publik ad al ah sengketa yang terjadi antara bad an pub!Hc dan 
peng,,auna infonnasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 
menggunakan infonnasi berdasarkan peru ndang·u ndangan. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 1 angka 3 Per KI tentang PPSIP 
dinyatakan bahwa: 

Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik 
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pen&,cruna Informasi Publik yang 
herkaitan dengan hak memperoleh dan/atau men&,aunakan lnfonnasi Publik 
berdasarkan peraturan perundang·undangan. 

[~-~] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasaJ 26 ayat ( 1) huruf a. 
pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf a. Pasal 37 ayat (1) 
UU KIP yang pada pokoknya mengatur Komisi lnformasi benvenang 
menyelesaikan Sengketa lnformasi Publik. 

(4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP 
dinyatakan bahwa: 

[4.6] 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon lnfonnasi Publik dalam jangka wak'tU 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
lnformasi Publik dalam jangka wakw paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyat:akan 
bahwa: 
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Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik melalui Komisi lnformasi dapat 
ditempuh apabila: 

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan 
oleh atasan PPID; atau 

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah 
diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 

[4.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.3] sampai dengan 
Paragraf [4.6) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut 
Komisi lnformasi adalah menyangkut dua hal, yakni: 

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi lnformasi. 

b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi 
antara Pemohon dengan Badan Publik. 

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan 
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7] huruf a, Majelis Komisioner 
berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf 
[2.2] sampai dengan Paragraf [2.7] sengketa a quo telah melalui tahapan 
prosedur yang benar menur~t UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui 
tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Ba rat 

[4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, 
Majelis Komisioner berpendapat Komisi lnformasi mempunyai kewenangan 
absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo. 

Kewenangan relatif Komisi lnformasi Provinsi )awa Barat 

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan: 

Kewenangan Komisi lnformasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian 
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. 

[4.11] Menimbang Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI tentang PPSIP 
yang menyatakan 

(2) Komisi lnformasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa lnformasi 
Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. 

(3) Komisi lnformasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi 
Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. 

( 4) Komisi lnformasi Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa 
lnformasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/kota. 

(4) Dalam hal Komisi lnformasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, 
kewenangan menyelesaikan Sengketa lnformasi Publik yang menyangkut 
Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi lnformasi 
Provinsi. 
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14.121 Mcnlmb.·rng rwnjclat;;:in Pa«!l 6 Jyat (1 ) PerKl tcnta.ng l:'P51P yang rnenyat.lkan: 

Yann dirnaksud den(t.:in Badan Publik pusat Jdalah Badan Poblllt. yang lingkup 
ke rjdny;i hersif11 t Nasional at.tu lemhar.p tfnp.kat pus.it d;i rf su.1tu lembap,.t yang 
hler. r kls. Contoh· K ·rncnterian. Ml'R. OPH, MJhkJmah /,iung.. Mil r!ca ~ Se:iar 
Kepol lslan N1•g.:ir;1 Hq1ubl lk lrH.Jonr:liio, M..1 r k.1 J! c~r T<~ntara Na'lional 
l ndone~ I J , PJ rtal f'(lll tik t l n1~k.i t pu •• 11, Orf!.1t1i;a. 1 non p-:mcdn;.;ah t1n~)t,.a pvlJ t, 
BUMN, at,1u lf'mh:1p,.11ir1:..-ir.1 l.1ln di tlngk:it pti '"Jt. 

Mt·nirnbi:mn rwnjt:l;u..rn P.1. .11 (, ny.n (2) Pcrl<I !t:nt.anp. f'PSfl' yan?, m .: rr1:1~~:m: 

V,111 r. dtrrubud dcn ~i ,1n B.ldJn Publil< p rovfn~t .ufalah EJ ,Hfan f' ublik y .1.11, !tr.g!n::r.i 
kerj.111yJ menc.ikup provin:.i sctemp,H ,ltJ u lcmbaR,1 ttngk.1t prmrin~ I ifa rt ~ '' t•,; 
lcrnl1.11;.1 y.tn ~\ hlcr<1rlds. Contoh: Pcmcrlnt.1h Provl nsl, [J.t'fW Pm7in.o: ~. 
Pcnr,.1dilan tingkat b;mdlng. Kcpoli slan (),1cr.1h. K-0m.10do 0 <1cr,1h Mil1 er. fHJMlJ 
t inf kJl provlnsl, Partai Polltlk tlnp,kat provinsl. orga nl~J:;i non pcrn!:r1rn .. ·f . 

tingbt provlnsl. Rumah Sald t Umum 0,1cr:i h (RSUD) tlnF,kat pro'lln:>f. ;i ii 

lcmh.1 J tingkat provimi lainrl)'J. 

I U '3] Mcnimbang bahwJ Tcrmohon ad,1lah PT Bio FarmJ (Perscro) y:ing d1retapbn 
scbar;ai B,1d.m U~ah:i ~hlik Ncg.1ra bcrd;is.ark.in Pcr.-i turan PcmerinCJh Republi ic 
lndonc.sia Nomor 60 Tahun 1961 Tcnt.Jng Pendirian Pcru.s:ih ~1:in Ntglr . "'8 10 
Fanna·. 

(4.14] M<•nlmb;rng bahwl PT B o F.mn;\ (Pcrsc.·ro) melJkukan p~ngulihJn ben uk 
perus..1haan umum mcnjJdl ptrusoJh:lln p~ rscroan berd.JsJr lcan Pera:ur<J n 
Pcmrrin!ah Hornor 1 TJhun 191) / Ttr'ltJng PcngalihJn Bcn~uk Peru aha..in 
Umum {Perum) Menj:u! Pt na.-,!u::m Pt'r:s<ro.m (Penero}. 

j-1 .15) Men mbJng Pls.<JI 1 i.l)'l l ( l ) tlln J}"l ~ (2) Undan}: ·Unililng Rcpublak lndonesl.l 
Nomor l T. hun :003 T t"fl l.ln .. th .. !:1n U'ia'M Mi Ilk NegJ ra menya ~akan : 

( 1) DJd:rn U_JhJ M1M: ~:ct'l ..i. ' :t ni . etanjutny1' dh ebuc BU'M ~I . adJ lah: 
b:idl n us hJ ~ n!; !c~ rd .J ~au .i:'b.Jgl.Jn be1a r rno<latnya d1milt k.1 oleh 
negJr·:s mclllui pen~·.eru.af\ .mra Lrng~ i.wg yang bera,a l dari k.ek:ly<ia n. 
ne&Jr;i p ng dtpL .!b t 

(2) Perus.Jhnn Pct'::cfU:lfi. ) ng ~e :rnj ttt;t'ct d i~ebut Per1ern, ad t ih BU '-'t ~+ 
png berbent lo! p-er!tr n tcrhata~ yang mo<lalnya terbagi da!am '!aham 
png .eluruh at.Ju paling .edl~d t 51 *. (Hrna puluh :rnru per~en} :sah.amny<J 
dim1llki olch U('f.;lra Rep b!tlit tru!o~Hu yang tuju:rn utam.rnya menii:iar 
h unrnng,a11 

I ~ 16] Mentmb:rng Lampir3n Undang·Undang Rc:pcblik lndone51.a lcm0r 21 Tar.ufl. 
201-t 1entang Pcmertntal't.an Daerah men,gfnai Ps:mbagLi n Uet. ,J!'. 
P~me-rint.ah :rn BidJn.g Ks:arsipan yang mer1;•ataka.t1 bahw" pen ~elo!un B.tJ\t. ~ 
merupJkJR vru~an Pemi:rimah Pu • .at. 

I" !1) ~·ktiimb...1 ng btrd .. E:.rk;:rn Pas:i l 36 .. yat {l) Lf~11 (2} Pt:t Kl ttn.t1r.g Vf"Si~ )'4.1':~ 
mrflyJtaE..:.:n 
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(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi s.alah satu ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan 
sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. 

[4.18] Menimbang Surat Edaran Komisi lnformasi Pusat Nomor: 02/KIP·SE/Vl/2014 
tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik Atas Putusan 
Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif, yang menyatakan: 

Pada pemeriksaan awal proses penyelesaian Sengketa lnformasi Publik, salah 
satu hal yang diperiksa oleh Komisi lnformasi adalah kewenangan Komisi 
lnformasi. Kewenangan terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan 
relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk menyelesaikan 
Sengketa lnformasi Publik. Kewenangan relatif merupakan kewenangan 
penyelesaian Sengketa lnformasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat 
dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat 
kabupaten/kota. 

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian Sengketa 
lnformasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak 
menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan huikum 
atas penyelesaian Sengketa lnformasi Publik. Pemohon penyelesaian Sengketa 
lnformasi Publik dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian 
Sengketa lnformasi Publik kepada Komisi lnformasi yang sesuai kewenangan 
relatifnya. 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, seluruh Komisi Jnformasi harap 
memperhatikan: 
1. Menerima permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi Ptoblik atas 

putusan penolakan karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif sesuai 
Pasal 36 ayat (1) butir a Perki 1 Tahun 2013. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak dilakukan 
terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d Perki 1 Tahun 2013. 

3. Permohonan sebagaimana disebut pada angka 1 diajukan oleh Pemohon 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan 
berkekuatan hukum tetap. 

4. Pemohon waj6b menyertakan salinan putusan penolakan yang telah 
dijatuhkan oleh Komisi lnformasi sebelumnya dan kelengkapan berkas 
permohonan lainnya. 

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.10] sampai dengan paragraf 
[4.18) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi lnformasi Provinsi jawa 
Barat tidak berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan 
terhadap permohonan a quo Pemohon karena Termohon merupakan Badan 
Publik Pusat. 

[4.20] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan Komisi lnformasi Provinsi 
jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan 
perkara a quo maka dengan demikian Majelis Komisioner tidak perlu lagi untuk 
mempertimbangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d PerKI tentang 
PPSIP dan pokok permohonan. 
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5. KESIMPULAN 

Bcrdasarkan s.cluruh uraian dan fakta hukum d9atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 

[5.1) Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara a quo; 

6. AMAR PUTUSAN 

Memiutiuskan, 

[6.1] Menyatakan perkara a quo merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat. 

[6.2] Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
ke Komisi lnformasi Pusat dilakukan selambat-lambatnya 14 (em pat belas) hari 
kerja setelah putusan penolakan dari Komisi Onformasi Provinsi Jawa Barat 
diterima. 

Demikian diputuskan dalam Rapat PermQ.lsyawaratan Majelos Komisioner yaitu 
Yudaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dadan Saputra dan Husni Farhani 
Mubarok masing masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 dan 
diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tangga6 18 November 2020 
oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Agus 
Supriyanto sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri ole~ Termohon tan pa dihadiri oleh 
Pemohon. 

Ketua Majelis 

Ttd 

(Yudaningsih) 
Anggota Majelis Anggota Majelis 

Ttd Ttd 

(Dadan Saputra) (Husni Farhani Mubarok) 

Petugas Kepaniteraan 

(Agus Supriyanto) 
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Cata tan: 

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat 
berdasar~an kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik dan pasal 59 ayat ( 4) dan ayat (5) Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1tahun2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik. 

Bandung, 23 November 2020 
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